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Kemenhub, 2019 



Pada seluruh Perangkat Daerah 

Kepada seluruh pegawai secara merata 

 

 

Agar menetapkan prioritas perubahan 
sejalan dengan RPJMD 

 

Revolusi Mental agar terus digelorakan 

 

Yang merupakan gambaran framework 
pencapaian prioritas pembangunan serta 
menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan 
dalam proses manajemen pemerintahan seperti 
proses cascading kinerja 

 

Secara berkala untuk memperkuat 
pengendalian internal 

 

Pada setiap unit kerja dengan lebih 
memperhatikan kualitas layanan serta 
mekanisme pengendalian internal layanan 

 

Merancang mekanisme kompensasi kepada 
penerima layanan apabila layanan tidak sesuai 
dengan janji yang telah ditetapkan 

 

terutama pada unit kerja yang memberikan 
pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga 
berhasil menjadi unit kerja menuju WBK/WBBM 
dengan memaksimalkan peran inspektorat 
mengawal pembangunannya; 

 

 

agar tidak semata-mata berfungsi sebagai 
penilai saja, namun mampu memberikan arah 
perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang 
diperlukan di masing-masing perangkat daerah 
secara spesifik.  

 





 

 

 

 



KECAMATAN 
& KELURAHAN 

UJUNG TOMBAK  
PELAYANAN PUBLIK 

= 

TERIMAKASIH ATAS KINERJANYA  
TERUS TINGKATKAN UNTUK HADAPI ISU STRATEGIS SAAT INI DAN MENDATANG 



Peraturan Pemerintah  
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan   

Mempertimbangkan Pasal 228 dan Pasal 230 UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Menggantikan PP 19 / 2008 tentang Kecamatan dan PP 73 / 2OO5 tentang Kelurahan 

Kelurahan masuk dalam pengaturan PP ini (sebagai perangkat kecamatan sesuai UU 23/2014) 

3 Mei 2018, Presiden  Joko Widodo menandatangani  



CAMAT 
TUGAS 

PP 17/2018 

Pelimpahan sebagian 
kewenangan bupati/wali kota 
Yakni untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah kabupaten/kota 

dan untuk melaksanakan tugas 
pembantuan.   

 

Pelimpahan urusan tersebut 
terdiri atas pelayanan 

perizinan dan non perizinan  

kriteria layanan perizinan 
proses sederhana, objek 

perizinan berskala kecil, tidak 
memerlukan kajian teknis yang 

kompleks dan tidak 
memerlukan teknologi tinggi 

PASAL 10 PASAL 11 



• Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;  

• Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;  

• Pelaksanaan pelayanan masyarakat;  

• Pemeiiharaan ketenteraman dan ketertiban umum;  

• Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan 

• Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

LURAH 
TUGAS 

PP 17/2018 



PELIMPAHAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN BUPATI/WALI KOTA  

MENGEFEKTIFKAN 
PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH  

MENGOPTIMALKAN 
PELAYANAN 
PUBLIK 

01 02 UNTUK 



 





 

CASCADING MISI KEEMPAT YANG TERKAIT KEC/KEL  



Perubahan atas Perda 7/ 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah  



RANCANGAN PERWAL PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA  

E-KINERJA 



INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN 
Keputusan Walikota Malang : 188.45/234/35.73.402/2018 tentang IKU 2019-2023  



KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 

BIDANG PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

• Menuju Malang SMART CITY, melalui 
pengembangan aplikasi layanan publik yang 
integrasi 

• Penyusunan Master Plan persampahan 
• Penyusunan Ranperda pengelolaan Arsip 

Daerah 
• Penerapan tambahan penghasilan bagi ASN 

berbasis perhitungan kinerja (Tukin) 
• Alokasi anggaran belanja Kelurahan 5% dari 

APBD, sesuai amanat UU 23/2014 



SINERGI! 
KUNCI 

Seperti kendaraan, agar mesin bisa hidup, kita butuh  
kunci.  Demikian halnya pelaksanaan tugas di 
Kecamatan dan Kelurahan perlu kunci agar hasilkan 
output dan outcome yang efektif dan optimal 

DENGAN SELURUH KOMPONEN,  
PEMANGKU KEPENTINGAN, TERMASUK MASYARAKAT 



SALAH SATU KOMPONEN  
PENTING ADALAH LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN  



LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN  

Rukun Tetangga; 

Rukun Warga;  

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;  

Karang Taruna;  

Pos Pelayanan Terpadu; dan  

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

• Dibentuk oleh masyarakat  
• Sesuai dengan kebutuhan  
• Mitra pelaksanaan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan 

Pasal 27 Permendagri 18/2018 

PERMENDAGRI 18/2018  

PASAL 27 

lembaga kemasyarakatan setidak-tidaknya terdiri dari  

01 

02 

03 

04 

05 

06 



SINERGI? 
BAHAN BAKAR 

Agar dapat berjalan, seperti halnya  
kendaraan memerlukan bensin, maka 
sinergi pelaksanaan tugas penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat kecamatan dan 
kelurahan juga memerlukan bahan bakar…. 

MINDSET 

POLA SINERGI 

ANGGARAN 

Membangun pemahaman sangat penting, karena 
banyak permasalahan lahir dari perbedaan persepsi 
peran masing-masinga 

Sinergi dengan lembaga kemasyarakatan tidak selalu 
berhasil dalam semalam.  Persistensi dan upaya bersama 
mencari pola terbaik perlu terus dicoba, kedepankan 
tujuan, tepikan perasaan sesaat 

Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan 
prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok 
masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.  
(Pasal 30 ayat 6Permendagri 18/2018) 



SEKIAN DAN TERIMAKASIH 
SELAMAT BERTUGAS DAN MELAYANI 


